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ABSTRAK

Provinsi Papua telah beberapa kali masuk dalam pusaran praktek
pemekaran, sejak adanya UU No. 21 Tahun 2001 dalam Pasal 76 UU a quo yang
mengatur pemekaran provinsi di Papua adalah wewenang pemerintah daerah atas
persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua
(MRP). Namun UU No.2 Tahun 2001 dilakukan perubahan dengan penambahan
norma dan ketentuan baru yaitu; pertama menghilangkan persetujuan MRP dan
DPRP sebagai representasi masyarakat dalam pemekaran provinsi di Papua dengan
adanya kewenangan Pemerintah Pusat dan DPR ( Pasal 76 ayat (2)) dan kedua,
Ketentuan Pasal 76 ayat (3) yang menghilangkan tahapan daerah persiapan dalam
pemekaran provinsi di Papua. Hal inilah yang menjadi penting dan perlu perhatian
publik untuk dilakukan penelitian dengan melihat perspektif siyasah dusturiyyah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian library research
dengan menggunakan dua pendekatan: pendekatan yuridis-normatif dan
pendekatan historis. Dalam menganalisis penelitian ini menggunakan yuridis
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan normatif berdasarkan
kaidah-kaidah hukum siyasah dusturiyyah, sebagai sumber primer, selain UU dan
peraturan perundangan lainnya terkait dengan penelitian. Setelah itu dilakukan
analisis dan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, politik hukum (legal
policy) pemerintah dalam kebijakan hukum pemekaran provinsi di Papua dalam UU
No. 2 Tahun 2021 mencerminkan konfigurasi politik yang otoriter dengan produk
hukum konservatif dan sentralistik karena tidak mencerminkan partisipatif yaitu
menghilangkan peran persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan
Perwakilan Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi masyarakat Papua (Pasal 76
Ayat (2) dan mengilangkan tahapan persiapan dalam pemekaran daerah (Pasal 76
Ayat (3). Kedua, pemekaran provinsi di Papua berdasarkan Pasal 76 UU a quo
bertentangan dengan_ siyvasah dusturiyyah karena lebih_banyak kemudharatan
daripada manfaat jika dilakukan ‘tanpa perbaikan kebijakan ‘dan perbaikan proses
pemekaran.

Kata Kunci: Pemekaran Provinsi Papua, Politik'Hukum, Siyasah Dusturiyyah.



ABSTRAK

Papua Province has entered the vortex of expansion practices several times,
since the existence of Law No. 21 of 2001 in Article 76 of the Law a quo which
regulates the expansion of the province in Papua is the authority of the local
government with the approval of the Papuan People's Assembly (MRP) and the
Papuan People's Representative Council (MRP). However, Law No.2 of 2001 was
amended by adding new norms and provisions, namely first: eliminating the
approval of the MRP and DPRP as community representation in the division of the
province in Papua with the authority of the Central Government and DPR (Article
76 paragraph (2)) and second, the provisions of Article 76 paragraph (3) which
eliminated the preparatory regional stage in the division of the province in Papua.
This is what is important and needs public attention to be researched by looking at
the perspective of siyasah dusturiyyah.

This type of research is normative research, library research using two
approaches: juridical-normative approach and historical approach. In analyzing this
research using juridical based on applicable legislation and normative based on the
rules of law siyasah dusturiyyah, as a primary source, in addition to laws and other
laws related to the research. After that, deductive analysis and conclusions are
made.

The results of this study conclude that first, the government's legal policy in the
legal policy of provincial expansion in Papua in Law No. 2 of 2021 reflects an
authoritarian political configuration with conservative and centralized legal
products because it does not reflect participatory, namely eliminating the role of
approval of the Papuan People’s Assembly (MRP) and the Papuan People's
Representative Council (MRP) as representatives of the Papuan people (Article 76
Paragraph (2) and eliminating the preparatory stage in regional expansion (Article
76 Paragraph (3). Second, the division of the pravinee in,Papua based on Article 76
of the kawra quo is contrary ito isivasah dusturiyyah because there are more
disadvantages than benefits if'it is carried out without impraving the expansion
policy and process.

Keywords: Papua Province Expansion, Political Law, Siyasah Dusturiyyah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pemekaran provinsi di Papua bukan hal yang baru. Awal mula pemekaran
pada tahun 1961 di masa kolonial belanda dengan membagi wilayah Papua dalam
enam karesidenan yaitu, Hollandia (Jayapura), Geelvinkbaai (Teluk Cendrawasih),
New Guinea Tengah, New Guinea Selatan, dan New Guinea Barat.* Setelah itu,
pada tahun 1999, UU No. 45/1999 membentuk dua provinsi baru di Papua: Irian
Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat. Seiring berjalannya waktu pemekaran provinsi
Papua tidak berjalan mulus karena mendapat penolakan dari masyarakat Papua,
kemudian pada akhirnya pemekaran tersebut ditangguhkan berdasarkan surat dari
Menteri Dalam Negeri No. 125/2714/SJ. Selanjutnya pada tahun 2003, Presiden RI
kelima mengeluarkan Instruksi'No. 1/2003, yang memungkinkan implementasi
kembali UU No. 45/1999. Namun, dalam Putusan No. 018/PUU-1/2003,
Mahkamah Konstitusi juga membatalkan hal ini.

Menurut Tap MPR No. 1V/MPR/2000, UU_N0.21/2001 tentang Otsus Papua
dibuat di“tahun 2001. 'Salah satu muatannya-membahas mekanisme pemekaran
provinsi dan daerah di Papua. Pasal 76 UU a quo menyatakan bahwa pemerintah
daerah Papua memiliki wewenang untuk memekarkan provinsi dan daerah baru, ini
dilakukan dengan persetujuan MRP dan DPRP, namun dengan perubahan kedua

Otonomi Khusus Papua pemekaran provinsi dan daerah di Papua sekarang

! Lili Romli, “Pro-Kontra Pemekaran Papua: Sebuah Pelajaran bagi Pemerintah Pusat,”
Jurnal Penelitian Politik VVol. 3 No. 1 (Desember 2006), him. 25.



ketentuannya diubah pada Pasal 76 UU No. 2/2021, dengan beberapa poin ditambah
yang secara substansi berisi keinginan Pemerintah pusat mempunyai tujuan politik

terhadap pemekaran provinsi dan daerah di Papua.

Dalam Pasal 76 UU No0.2/2021 tentang Otsus Papua, beberapa undang-
undang yang berkaitan dengan pemekaran provinsi dan wilayah diantaranya
menimbulkan masalah. Regulasi ini membahas otoritas yang diberikan kepada
Majelis Rakyat Papua (MRP), representasi budaya orang suku Papua oleh
Pemerintah Pusat. Sebelum UU a quo diubah, pemekaran provinsi dan daerah
Papua disepakati dengan persetujuan kelayakan politik dari MRP dan DPRP setelah
memperhatikan kelayakan keselarasan sosial-budaya, kesiapan tenaga Kkerja,
kapasitas ekonomi, serta prospek masa depan. Namun demikian, MRP dan DPRP
harus menyetujui pemekaran wilayah; pemekaran provinsi dan daerah dapat
dilakukan tanpa persetujuan mereka. Ini dilakukan dengan menambahkan kata
"dapat"”, yang berarti MRP dapat melakukan pemekaran wilayah, tetapi pemerintah
pusat juga dapat melakukannya tanpa persetujuan MRP, problem ini, oleh MRP
merasa (dirugikan selanjutnya berakhir dengan pengujian Pasal 76 tersebut ke

Mahkamah Konstitusi (MK).?

Selain itu, pemekaran Provinsi Papua menimbulkan masalah hukum karena
tidak adanya daerah persiapan, termasuk ketidakmampuan untuk memenuhi
persyaratan fundamental dan administratif. Meskipun masa persiapan sangat

penting untuk mengetahui seberapa siap dan siap daerah untuk menjadi provinsi

2 Utami Argawati, “Majelis Rakyat Papua Gugat Revisi UU Otsus Papua,”
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17609&menu=2, akses 23 September 2023.



baru, tidak ada alasan utama mengapa pemerintah memilih untuk mengabaikannya.
Evaluasi yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri pada tahun 2006 terhadap
2 provinsi, 40 kabupaten, dan 15 kota mengungkapkan bahwa 79% dari daerah-
daerah baru tersebut menunjukkan hasil gagal dan tidak memiliki batas wilayah

yang jelas.?

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud menggunakan teori
politik hukum sebagai kebijakan hukum mengenai Undang-undang yang bakalan
diterapkan baik ketika hukum baru maupun sudah lama dibuat. Setelah itu,
menggunakan teori siyasah dusturiyyah, ini adalah komponen dari figh siyasah
yang mencakup konsep-konsep mengenai konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi
syura, ikatan antara pemerintah dan rakyat, dan hak-hak warga negara yang harus
diperhatikan. Teori ini bertujuan untuk mempertimbangkan, mengkritik, dan
menyarankan perspektif konseptual terkait dengan UU Otonomi khusus Papua No.
2/2021 tentang pemekaran Provinsi dan daerah Papua.

B. Rumusan Masalah
1./ Bagaimana politik hukum pemekaran provinsi Papua dalam Pasal 76 UU
No. 2.Tahun.2021?
2. Bagaimana pemekaran provinsi Papua Pasal 76 UU No 2 Tahun 2021
perspektif siyasah dusturiyyah?
C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

3 Andik Wahyun Mugqoyyidin, “Pemekaran wilayah dan otonomi daerah pasca reformasi di
Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan rekomendasi ke Depan,” Jurnal Konstitusi Vol. 10, No. 2 (
Juni 2013), him. 296.



Mempertimbangkan perumusan masalah sebelumnya, peelitian ini
bertujuan:

a. Untuk mengetahui, mengkritisi dan menganalisis pemekaran provinsi
di Papua berdasarkan Pasal 76 UU a quo.

b. Untuk  mengetahui, mengkritisi  dan  menganalisis  dalam
mempertimbangkan Pasal 76 UU a guo mengenai pemekaran Provinsi
dan daerah Papua dengan menggunakan teori siyasah dusturiyyah.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini membantu memperluas wawasan, penerapan, dan
pengembangan teori ilmu yang dipelajari selama perkuliahan. Selain itu, ini
membantu masyarakat, terutama di dunia akademis, dengan menyediakan
referensi dan ide untuk mendukung penelitian, serta menjadi pertimbangan
pemerintah saat mengubah dan membuat Undang-undang yang baik.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelusuran yang dilakukan penulis tentang berbagai studi,

penelitian, atau tesis yang berkaitan.dengan topik.ini di antaranya adalah:

Ahmad Imam-Buhori, yang menganalisis tentang Perubahan Otsus Papua
dalam UU No0.2/2021. Pisau analisis dalam hal ini, menggunakan maslahah
mursalah dan desentralisasi asimetris yang disebabkan oleh perubahan UU a quo
menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa dana Otonomi Khusus tetap ada
dan tidak berubah, harus diorganisasi secara menyeluruh, bertahan selama jangka
waktu yang ditetapkan, dan diawasi oleh prinsip Aifdzul maal dalam korelasinya

dengan maslahah mursalah. Selain itu, perubahan pada UU a quo akan



memungkinkan sistem pemerintahan formal untuk selaras dengan sistem adat yang
superior, yang akan memungkinkan pemekaran daerah dilakukan dengan cara yang
khusus. Untuk Papua, Otonomi Khusus adalah suatu kebutuhan yang penting dan
luas karena Dbertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, Kkesetaraan,

pembangunan, kemajuan, infrastruktur, pendidikan, dan mutu layanan publik.*

Jurnal karya Rini Maisari, yang berjudul “Problematika Pemekaran Daerah:
Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua”. Fokus
penelitian menggunakan hukum normatif yang memakai pendekatan UU dengan
objek penelitian problematika Pemekaran Daerah otonomi baru Papua. Hasil
analisis ini memberikan beberapa penjelasan. Pertama, masalah pemekaran tidak
dipelajari secara menyeluruh serta tidak mempertimbangkan karakteristik Papua,
yang merupakan wilayah sering terjadi konflik. Karena pemekaran Papua tidak
memasukkan masa persiapan, diperkirakan DOB Papua tidak akan berkembang
karena Papua tidak siap secara ekonomi dan keuangan. Kedua, meskipun UU DOB
dibuat dengan cepat, tidak mungkin menerapkan Undang-undang fast-track
legislation (FTL) karena FTL tidak diatur di Indonesia dan hanya digunakan dalam
situasi mendasar. di-mana-tidak .ada, tanda-tanda yang-jelas. menunjukkan bahwa

pemekaran merupakan hal yang mendesak.®

4 Ahmad Imam Buhori, “Perubahan Otonomi Khusus Papua Terhadap Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 Perspektif Maslahah Mursalah” (Skripsi, Yogyakarta, UIN SUNAN
KALNAGA, 2022).

> Rini Maisari, “Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-
Undang Daerah Otonomi Baru di Papua,” Lex Renaissance, VVol. 7 No. 4 (Oktober 2022).



Karya Dafrina Muksin, Sahril Robo, Ahmad Rizali Pawane, Sahrul Pora.
Fokus penelitian ini “Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di
Tanah Papua”. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif.
Penelitian ini menghasilkan bahwa pada dasarnya politik untuk membentuk DOB
Papua memiliki banyak hubungan dengan dorongan material yang kuat: Para elit
politik di pusat dan daerah seringkali memiliki motivasi untuk mendapatkan
imbalan, posisi, dan kekuasaan. Walaupun mereka sering mengemukakan alasan
idealis seperti peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur,
pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan, motif
sebenarnya seringkali terkait dengan kepentingan pribadi atau kelompok mereka.
Proses pembentukan daerah otonomi baru melibatkan berbagai pihak seperti
elemen lokal, pemerintah pusat, kepolisian, angkatan bersenjata, tokoh adat, dan
tokoh agama, tetapi partisipasi masyarakat sipil secara keseluruhan seringkali tidak

terwujud.®

Nes Tabuni, Welly Waworundeng, Stefanus Sampe, karya ini membahas
mengenal  Pandangan / Pemerintah” Provinsi = Papua /Mengenai Penetapan
Pembentukan Daerah, Otonomi Baru di Provinsi Papua. Peneliti memanfaatkan
pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji dan menilai norma-norma hukum yang
berlaku dan yuridis empiris untuk mengumpulkan data empiris guna menguji

keefektifan atau validitas norma hukum. Studi ini menunjukkan bahwa

6 Dafrin Muksiin dkk., “Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah
Papua,” JIIP: Jurnal llmiah IImu Pemerintahan, Vol. 6 No. 2 (September 2021).



pemerintahan daerah lain percaya bahwa memberikan Otonomi Baru kepada Papua
dan Papua Barat adalah hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Ini
dianggap sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang telah terjadi di Papua.
Meskipun aturan dibuat oleh Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan
terhadap pemerintah lokal Papua karena kurangnya pemahaman akan prinsip
demokrasi dan kekhasan sejarah serta karakter masyarakat Papua. Hal ini
berdampak pada ketidakmampuan mencapai tujuan negara. Strategi politik yang
didominasi pemerintah harus memungkinkan pembangunan dan kesejahteraan bagi

masyarakat Papua.’

Karya yang dibuat oleh Jessie Hembring, tentang “Dampak Dari Pemekaran
Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah
Terhadap Undang-Undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua”.
Peneliti menggunakan pendekatan hukum normatif. Menurut penelitian ini,
Kebijakan pemekaran DOB di Papua didorong oleh alasan politis, yang meliputi
motivasi idealis dan materiil. Langkah ini akan memiliki dampak signifikan pada
masyarakat, pemerintahan, finansial, pertubuhan, keamanan, pertahanan, dan
budaya Papua.,MRP-harus-diperbarui dan disesuaikan dengan fungsi dan tanggung

jawabnya sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU a quo.®

7 Nes Tabuni, Welly Waworundeng, dan Stefanus Sampe, “Perpektif Pemerintah Provinsi
Papua Pada Penerimaan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Papua,” Jurnal Agri
Sosioekonomi, Vol. 19 No. 2 (Mei 2023).

8 Jessie Hembring, “Dampak Dari Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua
Pegunungan, Provinsi Papua Tengah Terhadap Undang-Undang No 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi
Khusus Papua” (Universitas Kristen Indonesia, 2023).



Menurut Melyana R. Pugu, jurnal yang berjudul “Pro dan Kontra Isu
Pemekaran Papua Suatu Kajian Hubungan Internasional”. Data disajikan terhadap
studi ini dievaluasi secara induktif menggunakan metodologi kualitatif yang
berfokus pada kajian hukum internasional dalam pemekaran Papua. Penelitian ini
menunjukkan bahwa perdebatan tentang pemekaran Papua penting karena dengan
menggunakan Kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kepentingan internal
negara, yang mencakup isu-isu seperti stabilitas keamanan, pertumbuhan ekonomi
dan sosial yang mandiri, serta pembangunan fisik dan non-fisik, termasuk
pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat asli Papua, dapat diatasi dengan
baik. Pemerintah harus memiliki kemampuan untuk menentukan regulasi yang
menguntungkan dan memberi keamanan bagi masyarakat Papua asli, tidak peduli
apakah akan ada pemekaran atau tidak. Stabilitas akan berdampak positif pada
pertumbuhan ekonomi, yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat asli Papua®

Muhammad Addi Fauzani, judul penelitian “Politik Hukum Pembentukan
Undang-Undang Tentang Pemekaran Daerah Provinsi diPapua” Metode yang
dipakai yaitu yuridis-normatif dan konseptual yang.diterapkan dalam penelitian ini.
Hasil studi menunjukkan terhadap Politik Hukum dalam proses pembuatan UU
berkaitan Pemekaran Daerah Provinsi Papua bahwa: Pertama, politik hukum

menunjukkan: a) keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan, pemerataan

® Melyana R Pugu, “Pro dan Kontra Isu Pemekaran Papua Suatu Kajian Hubungan
Internasional.,” Journal of Syntax Literate, Vol. 7 No. 4 (April 2022).



pembangunan dan pelayanan publik; b) kecenderungan untuk homogenitas,
kesamaan etnis, dan pemisahan dari 7 wilayah adat sebelumnya menjadi 6 Provinsi;
c) daerah otonomi baru menerima alokasi fiskal; dan d) ada posisi kosong di
pemerintahan daerah. Kedua, rumusan peraturan pemekaran daerah harus dibuat
sesuai dengan UUD NKRI 1945 yakni dengan mempertimbangkan prinsip
desentralisasi asimetris, prinsip partisipasi publik, dan akselerasi pembangunan dan
kesejahteraan rakyat melalui penerapan pemerintahan yang tepat dan sistem

evaluasi.t?

Ruth Rumbiak, Fokus penelitian ini adalah "Dampak Pemekaran Daerah
Provinsi Papua terhadap Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat". Penelitian ini
memakai metode hukum normatif dan memakai pendekatan historisitas hukum.
Hasil studi ini menjelaskan efek positif dan negatifnya. Dampak positifnya sesuai
dengan tujuan pemekaran, yaitu untuk membuat administrasi lebih mudah dan
mempersingkat jangkauan kendali. Namun, Dampak negatifnya adalah
memunculkan konflik baru di antara penduduk yang sebelumnya bermukim di
wilayah adat mereka, terutama berkaitan dengan sumber.daya alam, hasil-hasil
alam, dan mata, pencaharian. Ketika masyarakat-terpisah dalam satu wilayah,

identitas budaya mereka dapat terkikis.'!

10 Muhammad Addi Fauzani, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Tentang
Pemekaran Daerah Provinsi di Papua,” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 20 No. 3 (September 2023).

11 Ruth Rumbiak, "Dampak Pemekaran Daerah Provinsi Papua terhadap Kesejahteraan
Masyarakat Hukum Adat," tesis Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2011).
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Jurnal karya Bagio Kadaryanto, dengan objek penelitian “Implikasi
pembentukan daerah persiapan otonomi baru dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah”. Penelitian ini
menunjukkan bahwa sebelum UU No0.23/2014. Hal demikian dilakukan karena
komunitas daerah merasa tidak ada keadilan dan pemerataan antara daerah yang

tergabung dalam satu wilayah pemerintahan daerah.2

Aminah, Lindrianasari, Einde Evana, Rosmiata Tarmizi, Khairudin, karya ini
membahas tentang bagaimana bukti konkret dalam implementasi UU Perda
No0.22/1999. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk melihat kesejahteraan di
daerah lokasi pemekaran, baik di daerah lokas asal maupun di lokasi baru. Sampel
dan populasi penelitian ini adalah orang-orang dari wilayah yang mengalami
pemekaran. Dari tahun 2004 hingga 2017, sekitar 150 wilayah telah diperluas dan
dijadikan sampel. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi mayoritas pembangunan
wilayah terbaru di Indonesia tidak berpijak dalam pertimbangan kesejahteraan.
Selama hampir dua dekade, pemekaran daerah belum™ dapat. meningkatkan
kesejahteraan masyarakat atau,menguntungkan daerah-asal., Selain itu, keputusan
yang dibuat pemerintah Indonesia tentang pemekaran daerah mungkin tidak
semuanya bijaksana. Ini disebabkan oleh fakta bahwa 94% daerah pemekaran

Indonesia memiliki tingkat kesejahteraan yang “sedang dan rendah”. Hasil ini

12 Bagio Kadaryanto, “Implikasi pembentukan daerah persiapan otonomi baru dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah", Jurnal Aktualita, Vol. 1 No. 2
(Desember 2018).
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menunjukkan bahwa kesejahteraan dan kepentingan masyarakat harus diutamakan

oleh berbagai kalangan, termasuk pemerintah pusat dan daerah.3

Karya tulis Tomi Khoyron, Taufiqurrohnman Syahuri, dengan judul “Kajian
Hukum Otonomi Daerah Terhadap Pemekaran Empat Provinsi Baru Papua”.
Tulisan ini memakai studi yuridis normatif yang mencakup empat teori dalam
menganalisis aturan terhadap Otsus dalam konteks pemekaran empat provinsi baru
di Papua. yakni teori otonomi daerah, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan
negara dan teori teologi. Menurut penelitian ini, Papua Pegunungan, Papua Barat
Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah adalah empat provinsi baru yang dibentuk
oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia di Papua. Pemerintah Indonesia membentuk
pemekaran keempat provinsi baru untuk mencapai pemerataan ekonomi di Papua
dan memberikan kebebasan otonomi daerah kepada masyarakat di Papua ingin
membentuk provinsi baru di wilayah Papua karena mereka merasa bahwa Papua
masih terlalu luas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan semua

penduduknya.*

Panji Arief Sumirat, Eriyanto, Studi ini menggunakan Analysis of Discourse
Network (DNA)untuk mengidentifikasi koalisi aktor dan wacana pemekaran Papua

berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh aktor di media massa. Hasil

13 Aminah Aminah dkk., “Efektivitas 20 Tahun Implementasi Pemekaran Daerah Di
Indonesia,” Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship (AJIE), 2019, Vol. 4 No. 2
(September 2019).

14Tomi Khayron Nasir, Taufiqurrohman Syahuri, “Kajian Hukum Otonomi Daerah Terhadap
Pemekaran Empat Provinsi Baru Papua”, Jurnal Evidence Of Law, Vol 2 No. 3 (September-
Desember 2023).
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penelitian ini mengidentifikasi bahwa aktor yang menentang pemekaran lebih
beragam daripada mereka yang mendukung pemekaran, yang didominasi oleh
pemerintah. Debat yang diajukan oleh kedua belah pihak berhubungan satu sama
lain. Sebagian besar wacana berbicara tentang sejarah dalam cerita ini, konteks
historis digunakan untuk mengaitkan dengan masalah-masalah yang telah lama
dihadapi Papua, seperti ketidaksetaraan pembangunan, jarak kendali pemerintah,
kesejahteran sosial, dll. Pemerintah harus berkonsultasi dengan kelompok atau
organisasi yang dianggap mewakili masyarakat Papua saat membuat rencana

pemekaran Papua.®®

Melmambessy Moses, La Achmady dalam artikelnya menjelaskan
“Pendekatan Pemekaran Wilayah, Prinsip dan Filosofinya untuk Tanah Papua”.
Studi ini menggunakan penelitian konsep desentralisasi dan otonomi daerah.
Temuan penelitian menegaskan bahwa faktor politik memiliki signifikansi utama
dalam pembagian wilayah di Papua, lebih dari yang terjadi di wilayah di luar Papua.
Hal ini disebabkan oleh kerangka hukum yang mengatur, standar yang diperlukan
sebagian_besar belum terpenuhi. Masyarakat asli Papua harus diberdayakan dan

sejahterakan melalui-melalui pemekaran wilayah.*®

M. Yusuf Samad, Poppy Setiawati Nurisnaeny, Artikel tersebut membahas

propaganda terkait penggunaan Bendera Bintang Kejora dalam konteks penolakan

15 Panji Arief Sumirat, Eriyanto, “Koalisi Wacana dalam Debat Pemekaran Papua: Analisis
Jaringan Wacana Debat Pemekaran Tiga Provinsi Baru di Papua”, Jurnal Riset Komunikasi, Vol. 6
No. 2 (Agustus 2023).

16 Melmambessy Moses, La Achmady, “Pendekatan Pemekaran Wilayah, Prinsip dan
Filosofinya untuk Tanah Papua”, Jurnal Dinamis, Vol. 17 No. 1 (Juli 2020).
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pembentukan daerah otonomi baru di Papua. Studi ini menggunakan pendekatan
kualitatif yang dipadukan dengan teori propaganda serta pendekatan multitrack
peace building. Hal ini, menunjukkan bahwa taktik propaganda serta massa aksi
demonstrasi Petisi Rakyat Papua (PRP) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua
Barat (TPNPB) bersifat pervasif. Mereka menyebarkan pesan bahwa bendera
bintang kejora dapat digunakan untuk menunjukkan penolakan terhadap kebijakan

pemekaran Papua.'’

Dede Ika Murofikah, tesis ini menganalisis Penolakan Hakim Judicial review
UU No.2/2021 perubahan atas UU NO. 21/2001. Tesis ini memakai metode
penelitian normatif dengan teori negara hukum, teori putusan dan legal standing.
Hasil dari penelitian dan pembahasan bahwa pemohon memenuhi syarat legal
standing. Hasil dari keputusan MK terhadap penyelenggara otsus, contohnya
penyelenggara pemilihan DPRP dan DPRK diterapkan melalui pengukuhan yang
tidak formal, membuat hakim seharusnya menyetujui permohonan pemohon karena

standar yang diajukan berkaitan dengan kepentingan kultural OAP.*®

Muhammad Yahya.S, Jurnal ini menyelidiki tingkat partisipasi masyarakat
Papua dalam pembentukan, UU Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dengan

menggunakan perspektif siyasah dusturiyyah. Metode yang diterapkan adalah

M. Yusuf Samad, Poppy Setiawati Nurisnaeny, “Propaganda Penggunaan Bendera Bintang
Kejora Terkait Isu Penolakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Papua, Jurnal Lemhannas RI, Vol.
10 No. 3 (Desember 2022).

18 Dede Ika Murofikoh, “Analisis Pertimbangan Penolakan Hakim Terhadap Permohonan
Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 43/PUU-XX/2022”, Tesis UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2023).
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analisis literatur dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian ini
mengemukakan dua hal penting. Pertama, pembentukan Daerah Otonomi Baru
(DOB) di Papua belum mencerminkan partisipasi yang signifikan dari masyarakat
Papua dalam perumusan dan penyusunan Undang-Undang DOB Papua. Hal ini
terlihat dari tidak dilibatkannya Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai wakil
masyarakat asli Papua dalam proses persetujuan pemekaran wilayah. Kedua,
Menurut pandangan siyvasah dusturiyyah, pembentukan Undang-Undang Daerah
Otonomi Baru (DOB) di Papua tidak memperhatikan prinsip-prinsip Musyawarah,
kebebasan menyatakan pendapat, dan mengambil kebaikan dan menolak
keburukan. Hal ini dapat dilihat dari proses cepatnya pembentukan Undang-
Undang DOB Papua, yang hanya berlangsung selama 10 hari. Proses dimulai
dengan pembahasan RUU pada tanggal 21 Juni, mendapat persetujuan tingkat
pertama pada tanggal 28 Juni, dan akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang
pada tanggal 30 Juni dalam Rapat Paripurna DPR. Dengan demikian, pembahasan
RUU hanya berlangsung selama delapan hari sebelum dijadikan Undang-Undang

pada hari-kesepuluh.®

Sufrin Ridja,-Hedwing .Adianto \Mau,, Umar Suryadi Bakry. Jurnal ini
melakukan analisis terhadap kebijakan pemerintah pusat mengenai moratorium dan
pemekaran di Papua dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan

perundang-undangan, analitis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan

®Muhammad Yahya.S, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang
Daerah Otonomi Baru Papua Perspektif Siyasah Dusturiyah, jurnal As-Syari: Bibingan&Konseling
Keluarga, Vol. 6 NO. 2 (April 2024).
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bahwa upaya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam mengimplementasikan
Otonomi Daerah dan membentuk Daerah Otonomi Baru tampak jelas melalui
serangkaian langkah dan tindakan konkret. Ini tercermin dalam Rapat Kerja antara
DPD dengan Pemerintah yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Komisi Il DPR,
dan Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. DPD
terus mendorong Penataan Daerah dengan merancang Desain Besar Penataan
Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mempercepat
pembangunan daerah sesuai dengan kepentingan strategis nasional yang adil,

bermanfaat, dan menjamin kepastian hukum.?°

Karmila Sinen, Aulia Sasmitha Ningrum dan Oktoviana Angela Kabes.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu memberikan dukungan
terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Barat Daya dengan ibu
kota di Sorong. Hal ini bertujuan untuk mendorong perkembangan pembangunan
di daerah tersebut serta meningkatkanpelayanan kepada masyarakat. Pembentukan
DOB Papua Barat Daya didorong oleh kerangka Undang-Undang Otonomi Khusus
dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah langkah yang bertujuan untuk
mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, dan mempercepat

pelayanan pemerintahan, khususnya dalam konteks pelayanan kepada masyarakat

20 Surin Ridja, Hedwing Adianto Mau, Umar Suryadi Bakry, “Kebijakan Pemerintah Pusat
dalam Penerapan Moratorium dengan Pemekaran Papua”, jurnal limiah Global Education, Vol. 4
No. 3 (Juli 2023).
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asli Papua. Proses awal pembentukan DOB Papua Barat Daya melibatkan dinamika
yang melibatkan berbagai kelompok. Namun, melalui upaya keras dari pemerintah
dan dukungan dari DPRD/DPR Provinsi Papua Barat, DOB Papua Barat Daya

berhasil dimekarkan dengan ibu kota yang terletak di Sorong.?

Hanes Gusprinadi, Tamrin, lrawati. Penelitian ini menyoroti pentingnya
mengamati pemberlakuan otonomi daerah beserta dampaknya. Selain potensi
pengalihan korupsi dari pusat ke daerah, otonomi daerah juga bisa menciptakan elit-
elit yang tertarik memperkuat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembentukan daerah
otonomi baru memunculkan perspektif yang beragam di kalangan masyarakat.
Meskipun tujuan dari pemekaran ini adalah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Papua, namun tidak semua warga setuju dengan keputusan dan
pandangan pemerintah. Perbedaan pandangan ini dapat diamati dari adanya

perbedaan pendapat di kalangan masyarakat.?>

Rini Maisari. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan. dan pendekatan: kanseptual. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru (DQB).di Papua belum
mencerminkan partisipasi yang signifikan:dari'masyarakat Papua dalam perumusan
dan penyusunan Undang-undang pemekaran wilayah Papua. Hal ini terlihat dari

tidak dilibatkannya Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam proses persetujuan

21 Karmila Sinen, Aulia Sasmitha Ningrum, Oktavian Angela Kabes, “Strategi Pemerintah
dan Masyarakat dalam Menjemput Daerah Otonomi Baru Papua Barat Daya Pemekaran Provinsi
Papua Barat”, jurnal Jurnal llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Jambi, VVol. 6 No. 2 (2022).

22 Hanes Gusprinadi Tamrin, Irawati, “Implikasi Pemekaran Wilayah Daerah Otonomi Baru
Papua”, Jurnal Lanskap Politik, Vol. 2, No. 1 (Maret 2024).
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pemekaran, padahal Pasal 76 ayat (1) UU Otsus Papua menegaskan bahwa
pemekaran wilayah Papua harus mendapat persetujuan dari DPRP dan MRP. Revisi
terbaru UU Otsus Papua mengenalkan pasal tambahan yang memungkinkan
pemerintah dan DPR mengambil keputusan tentang pemekaran wilayah tanpa
melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP). Situasi ini tidak hanya menciptakan
dualisme dalam norma hukum, tetapi juga mempengaruhi pelaksanaan kekhususan
Otonomi di Papua, di mana MRP dianggap sebagai representasi autentik orang
Papua yang mewakili suara serta menjaga hak dan martabat mereka. Akibatnya,
penyusunan UU DOB lebih condong pada prinsip sentralistik dengan pendekatan
top-down, sementara seharusnya mempertimbangkan mekanisme bottom-up yang

memastikan partisipasi komprehensif dari masyarakat.”

Siyasah dusturiyyah salah satu perbedaan antara penelitian ini dan kajian
pustaka di atas adalah bahwa baik jurnal maupun tesis membahas masalah
pemekaran provinsi Papua. Namun, masih belum ada yang membahas secara
khusus dengan fokus pada permasalahan penelitian ini. Pemekaran provinsi Papua,
yang diatur dalam Pasal 76 WU a quo, memiliki dampak dari perspektif prinsip-

prinsip Islam dalam.siyasah dusturiyyahdan teori politik hukum.

E. Kerangka Teoritik
1. Politik Hukum Pemekaran Daerah
Politik hukum merupakan regulasi formal mengenai peraturan Undang-

undang yang diimplementasikan melalui proses pembuatan peraturan hukum

23 Rini Maisari, “Penerapan Asa Partisipasi Publik dalam Pembentukan Daerah Otonomi
Baru Papua”, jurnal At-Tanwir Law Review, Vol. 2 No. 1 (2022).
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baru serta penggantian peraturan hukum yang sudah ada guna mencapai
tujuan negara, termasuk:
a. Kebijakan resmi negara tentang hukum apa yang wajib digunakan
dalam mencapai kepentingan nasional.
b. implikasi ekonomi, sosial, politik, dan budaya berpijak pada pembuatan
produk hukum.

c. Penegak hukum di lapangan.?*

Secara sederhana, politik hukum didefinisikan sebagai aturan yang mesti
dijalankan oleh pemerintah di tingkat nasional;, ini juga melibatkan
pemahaman mengenai bagaimana politik mengakibatkan sistem hukum
dengan mempertimbangkan otoritas yang mempengaruhi proses pembuatan
dan penerapan hukum. Di sini hukum tidak dapat hanya dilihat sebagai pasal-
pasal yang bersifat das sollen; sebaliknya, itu harus dilihat sebagai subsistem
(das sain) yang politik dapat sangat mempengaruhi, baik dalam prosedur

rumusan materi ataupun dalam penerapan penegakan hukum.?

Dalam kaitannya dengan ‘penelitian 'ini, teori politik. hukum akan
digunakan'sebagai @alat untuk/menganalisis data dan temuan penelitian. dan
menjawab rumusan masalah pertama. Penelitian ini akan menjelaskan

bagaimana proses politik mempengaruhi pemekaran provinsi dan daerah di

2019),

24 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, 9 ed. (Depok: PT. Rajagrafindo Persad,
him. 1.

25 1bid., him. 9.
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Papua dengan melihat latar belakang pembentukan, pelaksanaan, dan

konfigurasi politik, serta jenis-jenis konfigurasi yang mempengaruhinya.
2. Siyasah Dusturiyyah

Bagian figh Siyasah, "Siyvasah Dusturiyyah", membicarakan masalah
perundang-undangan nasional. Bagian ini menjelaskan fitur utama konstitusi,
legislas, institusi demokrasi, dan syura yang merupakan fondasi utama dari
sistem hukum. Selain itu, konsep negara hukum dalam politik, hubungan
pemerintah-warga negara, dan keamanan hak konstitusional masyarakat

harus dibahas dalam studi ini.?®

Sebagaimana dinyatakan olen H. A. Djazuli, figh siyvasah dusturiyah
adalah bidang yang general dan kompleks. Namun, umumnya bidang ini
mencakup sebagai berikut: prinsip imamah, rakyat dan hak konstitusionalnya,
bai’at, perwakilan, waliyul ahdi, ahlul halli wal aqdi, wizaroh dan

perbandingannya®”

Siyvasah 'dusturiyyah berpijak pada nash dan prinsip’ dar al-mafasid
muqadamu ala_jalbi. al-masalih, yang berarti mengundang kebaikan dan
mencegah keburukan, adalah prinsip yang harus diperhatikan. Jika mereka

ingin membentuk perundang-undangan. Menurut Munawir Sjadzali, nash

%6 Muhammad Igbal, Figh Sivasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2016), him. 178.

27 H. A. Djazuli, Figh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu
Syari’ah (Jakarta: Prenada Media, 2005), him. 73-74.
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mengandung enam prinsip yang berkaitan dengan posisi manusia di Bumi dan
dan kehidupan sosial. Ini termasuk kebebasan beragama, ketaatan kepada
pemimpin, musyawarah atau konsultasi, keadilan, persamaan, dan ikatan baik
antar orang-orang. Prinsip dar al-mafasid mugadamu ala jalbi al-masalih
berarti bahwa keadaan dan situasi masyarakat harus dipertimbangkan supaya
undang-undang yang dibuat selaras dengan keinginan umat serta tidak
memberatkan. Dengan demikian, Abd al-Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa
HAM dan persamaan kedudukan di mata hukum adalah prinsip Islam yang

mendasari pembentukan Undang-undang Dasar.?®

Dengan demikian, rumusan masalah kedua mengenai pemekaran daerah
dan provinsi Papua akan dijelaskan dan dijawab dengan menggunakan
siyasah dusturiyyahkarena itu adalah aturan yang digunakan untuk membuat

kebijakan negara agar sesuai dengan prinsip agama.
F.  Metode Penelitian

Tinjauan-literatur ini ‘adalah ‘metode kualitatif-?°akan digunakan dengan

cakupan-berikut:

1. Jenis Penelitian

28 Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, llmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah,
(Yogyakarta: Semester Aksara 2019), him. 12.

29 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Grasindo, 2010), him. 33.
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Jenis penelitian ini adalah library research®® berdasarkan data tertulis
dari buku, jurnal, laporan penelitian sebelumnya dan sumber data lainnya
yang relevan, selanjutnya mengenai Islam dan politik hukum pemekaran
provinsi dan daerah di Papua dalam UU No.2/2021 Otsus Papua dilakukan
dengan analisis mendalam terhadap bahan-bahan Pustaka yang terkait
dengan studi in.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik® karena penulis memberikan
gambaran dan analisis menyeluruh tentang pemekaran Provinsi dan daerah
di Papua dalam UU a quo secara komprehensif. Kemudian, analisis tersebut
dilakukan dengan menggunakan teori yang telah dibangun, yaitu politik
hukum dan siyasah dusturiyyah.

3. Pendekatan Penelitian

Metode yuridis normatif dan historis dipakai dalam penelitian ini.
a. Pendekatan-Yuridis:‘Normatif

Metode penelitian yuridis normatif.® Ini digunakan untuk menelusuri
asas-asas ‘hukum .dan’ sinkronisasi, artinya ' apakah Undang-Undang

pemekaran provinsi dan daerah di Papua bertentangan dengan UUD 1945.

30 1gbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), him.

31 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, him. 60.

32 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003), him. 27-28.
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b. Pendekatan historical approach?

Dengan melihat latar belakang apa yang dipelajari dan bagaimana aturan
tentang pemekaran provinsi dan daerah di Papua dalam UU a quo
berkembang, pendekatan ini membantu untuk memahami filosofi yang
mendasari undang-undang ini dari waktu ke waktu dan bagaimana filosofi

tersebut berubah dan berkemban.
4, Sumber Data

a. Sumber data Primer
1) UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2) UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
3) UU No.2/2021 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 Tentang Otonomi Khusus Papua;
4) UU No. 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah;
5) UU No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6) PP, No: 23/2014 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan
Penggabungan Daerah;
7) Putusan Mahkamah Konstitusi/No. 018/PUU-1/2003;
8) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47/PUU-X1X/2021.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang sumber data

33 MH. H. Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan, Jawa Timur:
CV. Penerbit Qiara Media, 2021), him. 61.
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primer. Sumber data sekunder ini mencakup karya ilmiah, buku, jurnal,
artikel, dan naskah akademik yang berhubungan dengan pemekaran

provinsi dan daerah Papua.
5. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini bersifat studi pustaka, pendekatan
pengumpulan datanya adalah dengan menelaah dan menganalisis sumber

hukum primer dan sekunder yang terkait dengan topik penelitian ini.
6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan deduktif kualitatif®*. Dengan kata lain, pendekatan ini
mengambil pola pikir umum dan kemudian menghasilkan kesimpulan
khusus. Selanjutnya, tujuan dari analisis konten adalah untuk memeriksa teks
perundang-undangan yang berkaitan dengan pemekaran provinsi dan wilayah
Papua. Analisis konten sendiri adalah metode yang digunakan untuk
mencapai; kesimpulan isistematis tentang apa yang terkandung dalam teks
undang-undang.®

G. Sistematika Pembahasan
Penelitian ini dibagi menjadi bab per bab agar lebih sistematis dan mudah

dipahami. Berikut adalah sistematika pembahasanya:

34 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1980) him.
40.

3 Valerine J.L, Krickhoff, “Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Talaah Awal, ”
Jurnal Era Hukum, Vol. 11:6 (1995), him. 86.
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Bab pertama, penulis memberikan pendahuluan dan menguraikan latar
belakang masalah penelitian. Kemudian, untuk meningkatkan fokus penelitian,
penulis mengajukan dua pertanyaan penting dalam rumusan masalah. Setelah itu,
penulis berbicara tentang tujuan penelitian, kegunaannya, telaah pustaka, kerangka
teori, metodologi penelitian, dan prosedur pembahasan yang sistematis. Semua
komponen ini memiliki tujuan khusus.

Bab kedua, membahas tentang teori politik hukum dan siyvasah dusturiyyah
yang akan menjadi pisau analisis permasalahan pemekaran provinsi dan daerah di
Papua

Bab ketiga, berisi tentang pembahasan secara umum historisitas, latar belakang
politik dan dinamika pemekaran provinsi dan daerah di Papua dalam UU a quo. Pada bab
ini dijelaskan tentang sejarah, politik dan dinamika pemekaran provinsi dan daerah di
Papua sejak pertama kali dilaksanakan hingga yang terbaru sebagai langkah melihat
perkembangan pemekaran provinsi dan daerah di Papua serta dominasi politik pemerintah
pusat dalam pemekaran provinsi dan daerah di Papua.

Bab keempat; -pada; bagian, ini penulis ;menekankan-analisis, sebagaimana
dipaparkan dalam bab ‘ketiga. menggunakan pisau analisis politik hukum dan
siyasah dusturiyyah terhadap pemekaran provinsi dan daerah di Papua dalam UU
No. 2/2021 Tentang Otonomi Khusus Papua.

Bab kelima, akan membahas mengenai simpulan yang berisi hasil analisis
permasalahan terkait pemekaran provinsi di Papua dalam Pasal 76 UU a quo. Selain
itu dipaparkan kritik dan saran yang muncul dari gagasan, informasi dan ide yang

terkait dengan studi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Politik hukum Pemekaran Provinsi di Papua berdasarkan UU a quo penulis
merangkumnya dengan mengatakan bahwa pengaturan pemekaran provinsi
di Papua mencerminkan konfigurasi politik otoriter karena kurang aspiratif
dan bersifat ortodoks atau konservatif dalam karakter produk hukumnya. Ini
terjadi karena pengaturannya lebih menonjolkan dominasi keinginan
Pemerintah Pusat dalam proses pemekaran provinsi di Papua. hal ini terlihat
dengan dimasukkannya kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pasal 76 ayat
(2) sehingga menghilangkan kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan
DPRP sebagai representasi masyarakat Papua dalam persetujuan pemekaran
provinsi di Papua. Dominasi Pemerintah Pusat terlihat juga dari ketentuan
Pasal 76 ayat (3) dengan memanfaatkan UU Otsus Papua sebagai UU
khusus tyang menghilangkan tahapan. daerah persiapan dalam pemekaran
provinsi di Papua karena dinilai hal tersebut memakan waktu yang sangat
lama.

2. Politik hukum pemekaran Pasal 76 No. 2 Tahun 2021 dalam perspektif
siyasah dusturiyyah dengan disiplin  al-sultha al-tasyri’iyah dalam
membuat, memperbaharui dan menetapkan hukum dengan memakai prinsip
maslahat penulis menyimpulkan dengan mengatakan: Pertama, pemekaran

provinsi di Papua, meskipun bertujuan baik untuk mempercepat

98
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pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan, lebih banyak membawa
kemudharatan daripada maslahat jika dilakukan tanpa memperbaiki
kebijakan dan proses yang ada, serta masalah utama seperti penolakan
masyarakat, marginalisasi, diskriminasi, pelanggaran HAM, dan kegagalan
pembangunan menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran saat ini perlu
diperbaiki agar dapat benar-benar memberikan manfaat. Kedua, pemekaran
tanpa tahapan daerah persiapan berisiko tinggi mengalami kegagalan,
dengan berbagai masalah administratif dan keuangan yang signifikan,
sehingga pentingnya strategi mitigasi, seperti penetapan batas wilayah yang
jelas dan kesiapan administratif serta keuangan, untuk mengurangi potensi
kemudaratan dan memastikan keberhasilan pemekaran. Ketiga, pendekatan
top-down dalam pemekaran provinsi Papua, yang mengabaikan persetujuan
MRP dan DPRP, lebih berfokus pada kepentingan elit politik daripada
aspirasi masyarakat. Untuk memastikan kemaslahatan rakyat, kebijakan
pemekaran harus diarahkan ulang dengan fokus pada peningkatan
kesejahteraan _masyarakat Papua, melalui _praoses yang partisipatif dan
inklusif, dengan prioritas pada kebutuhan dan aspirasitokal, serta penguatan
kewenangan lokal.
B. Saran-saran

1. Mendorong Pemerintah perbaikan Pasal 76 UU a quo dengan
mengembalikan kewenangan Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan
Rakyat Papua dalam persetujuan pemekaran Provinsi di Papua dan

menghapuskan konsep top down (inisiatif pemekaran dari Pemerintah
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Pusat) dalam pemekaran provinsi di Papua, sehingga pemekaran provinsi di
Papua betul-betul atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat Papua.

Perlu dilakukan daerah persiapan dalam pemekaran Provinsi di Papua.
karena tujuan adanya daerah persiapan adalah untuk mengevaluasi
kelayakan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Dengan demikian
statusnya ditetapkan oleh Undang-Undang jika daerah tersebut sudah siap
menjadi DOB selama penilaian, tetapi jika penilaian tidak berhasil, akan
dikembalikan ke provinsi asalnya.

Penelitian tesis ini dalam proses penyelesaiannya memiliki keterbatasan
waktu, materi muatan, data, serta teori yang komprehensif. Penelitian ini
hanya membahas politik hukum dan siyasah dusturiyyah dengan disiplin a/-
sultha al-tasyri’iyah dalam membuat, memperbaharui dan menetapkan
hukum dengan mempertimbangkan prinsip maslahat, sehingga keterbatasan
dan kekurangan penelitian ini penulis menyarankan untuk melakukan
penelitian tambahan dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori
legislasi. serta diintegrasikan dengan teori-teori hukum, dalam Islam untuk
mengkaji lebih mendasar, guna memberikan dampak positif pada pembaca

secara khusus dan kehidupan masyarakat secara umum.
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